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BAB V 

PENUTUPAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

Terdapat hak-hak yang dimiliki oleh anak dan diatur di dalam hukum positif di 

Indonesia, mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-undang Nomor 4 Tahun 

1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 

sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak dan Konvensi Internasional mengenai Hak Anak, beberapa 

dintaranya adalah hak untuk hidup, hak untuk tumbuh, hak untuk berkembang 

dan hak untuk berpartisipasi di dalam suatu forum. Dalam hal ini, terdapat 

beberapa pihak yang harus melindungi hak tersebut, yaitu Orang Tua, keluarga, 

Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Walaupun demikian, 

ketika anak sedang menjadi penumpang kendaraan roda empat di dalam 

Undang-Undang Perlindungan Anak tidak diatur upaya perlindungan anak. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa di dalam Undang-Undang Perlindungan 

Anak tidak mengatur upaya perlindungan anak ketika menjadi penumpang 

kendaraan roda empat. Tetapi, jika kita mengkaji lebih dalam terdapat 

pengaturan mengenai anak dalam situasi darurat dalam peraturan pemerintah 
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Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus. Di dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 78 Tahun 2021 Tentang   Perlindungan Khusus. Anak akan mendapatkan 

perlindungan khusus jika berada di dalam situasi darurat. Situasi darurat terbagi 

menjadi tiga kondisi, salah satunya adalah ketika anak menjadi korban bencana non 

alam. Jika dilakukan penafsiran otentik maka bencana non alam termasuk kegagalan 

teknologi. Sehingga, ketika anak menjadi penumpang kendaraan roda empat sabuk 

keselamatan yang seharusnya dapat mengamankan anak ketika terjadi kecelakaan 

menjadi tidak memperparah cedera yang dialami oleh anak, sehingga sabuk 

keselamatan ini menjadi kegagalan teknologi, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus.  

2. Pasal 106 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 

mengatur mengenai kewajiban penggunaan sabuk keamanan ketika berkendara 

kendaraan roda empat, tetapi pengaturan di dalam Pasal 106 Ayat (6) Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas hanya mewajibkan 

pengemudi dan penumpang di sampingnya untuk menggunakan sabuk 

keselamatan. Kewajiban mengenai penggunaan sabuk keselamatan di dalam 

hukum positif Indonesia tidak mengatur lebih lanjut mengenai siapa saja yang 

harus menggunakan sabuk keselamatan, hal ini menyebabkan pengaturan 

mengenai keselamatan anak ketika menjadi penumpang kendaraan roda empat 

tidak diatur di dalam Pasal 106 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 Tentang Lalu Lintas, sehingga 106 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 
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Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 Tentang Perlindungan Anak, hal ini dikarenakan negara sebagai pihak 

yang dapat membuat regulasi sebagai upaya perlindungan hak anak tidak 

melakukan upaya untuk menjaga hak hidup dan hak tumbuh kembang anak 

ketika anak sedang menjadi penumpang kendaraan roda empat.  

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diajukan saran 

penelitian bagi para pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatasi 

permasalahan di dalam penelitian ini: 

1. Disarankan kepada pemerintah, sebagai pihak yang memiliki kewenangan 

untuk membuat peraturan dalam bentuk perundang-undangan untuk 

membuat peraturan yang secara konkret mengatur mengenai perlindungan 

anak ketika menjadi penumpang kendaraan roda empat. Hal ini dilakukan 

agar anak mendapatkan perlindungan terhadap beberapa hak yang 

dimilikinya, yaitu hak hidup dan hak tumbuh ketika anak sedang menjadi 

penumpang kendaraan roda empat. Selain membuat peraturan, pemerintah 

diharapkan memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai 

pentingnya perlindungan anak ketika menjadi penumpang kendaraan roda 

empat. 
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2. Disarankan lainnya kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan 

kepada semua penumpang kendaraan roda empat, hal ini dilakukan agar 

para penumpang mendapatkan perlindungan ketika sedang berkendara 

kendaraan roda empat. Selain kepada penumpang kendaraan roda empat, 

pemerintah juga harus memberikan perlindungan kepada pengemudi dan 

penumpang kendaraan roda dua dengan mempertegas regulasi. 

3. Disarankan kepada penegak hukum untuk dapat mengedukasi dan 

memberitahu bagaimana seharusnya posisi anak yang aman ketika menjadi 

penumpang kendaraan roda empat. Seperti penegak hukum dapat 

memberitahu kepada pengemudi yang tidak mengetahui mengenai upaya 

perlindungan keselamatan anak ketika sedang menjadi penumpang 

kendaraan roda empat. Selain pengemudi dan penumpang roda empat, 

penegak hukum juga harus mengedukasi para pengemudi dan pengendara 

roda dua mengenai keselamatan ketika berkendara. 

4. Disarankan kepada orang tua yakni untuk dapat memberikan perlindungan 

kepada anak ketika menjadi penumpang kendaraan roda empat, sehingga 

ketika terjadi kecelakaan dampak dari kecelakaan tersebut dapat 

diminimalisir. Hal ini dilakukan untuk menjamin perlindungan hak hidup 

dan hak tumbuh kembang seorang anak. 
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